WALI KOTA DUMAI

Yth. 1. Pimpinan Perusahaan Swasta se-Kota Dumai
2. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kota Dumai

SURAT EDARAN
NOMOR 500.15/1107.1/DISNAKER-TRANS
TENTANG

Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal
Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja
/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Tanggal 26 Januari 2024 dan Surat Gubernur Riau
Nomor 500.15.12.3/DISNAKERTRANS/4862, Perihal Pelaksanaan Hari Libur Bagi
Pekerja /Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota, Tanggal 20 November 2024, Sehubungan dengan hal tersebut
perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan
pemungutan suara pada Pemilihan Umum bagi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk
melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara
tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja
agar pekerja/ buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya;

3. Pekerja/ buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak

atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/



buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,

atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

ohwN =

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 21 November 2024

Gubernur Riau

Ketua DPRD Kota Dumai

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
Ketua APINDO Kota Dumai

Ketua KADIN Kota Dumai

Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Kota Dumai
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GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 20 November 2024

Nomor : 500.15.12.3/DISNAKERTRANS/4862

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)exp

Hal : Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal

Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Yth. Bupati/Walikota Se Provinsi Riau
di_
Tempat

Manindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2024
Tanggal 26 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan
Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara
pada Pemilihan Umum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

2. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak
pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus
bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan
hak pilihnya.

3. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja
lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari
libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4, Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan Surat ini
kepada Seluruh Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta di Wilayah
Saudara.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Ketenagakerjaan RI;

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
3. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Riau;
4. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Provinsi Riau
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MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

26 Januari 2024
Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH
PADA HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari
yang diliburkan secara nasional. Sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan

penjelasan sebagai berikut:

1. Hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan
pemungutan suara pada Pemilihan Umum bagi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk
melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara
tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja
agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Telp. (021) 5255733
Website : http://www.kemnaker.go.id




3. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak
atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh
yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk
menyampaikan surat edaran ini kepada bupati/walikota serta pemangku kepentingan
terkait di wilayah Saudara.

Demikian surat edaran ini, untuk dapat dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik indonesia,

ida Fauzlyah

Tembusan:

Presiden Republik Indonesia;

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Kabinet Indonesia Maju;

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia;

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia:
Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
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SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

Menimbang

SK No 209451 A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan
yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia
untuk menggunakan hak pilihnya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang, pemungutan suara dilakukan pada hari libur
atau hari yang diliburkan;

bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan
hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari dan
tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

d. bahwa . ..



Mengingat

Menetapkan

KESATU

SK No 209450 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

_9-

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional,

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.

Menetapkan hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari
libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024.

KEDUA . ..
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SK No 209449 A

{ Bidang Perundang-undangan dan



